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Disdik Beri Bimtek

Buntut Laporan
RAPBS yang Dinilai
Tak Rasional

JOGJA - Dinas Pendidikan (Disdik)
Kota Jogja sedang melakukan pem-
bimbingan teknis (bimtek]) terhadap
sekolah-sekolah terkait penvusunan
rencana anggaran pendapatan belanja
sekolah (RAPBS). Langkah ini ditem-
puh menyikapi adanya sorotan terkait
isi RAPBS yang sebagian besar dinilai
tak realistis oleh sejumlah wali murid
beberapa wakitu lalu.

Bimbingan teknis ini dilakukan di
seluruh sekolah di Jogja. Bimbingan
vang ditekankan untuk memberi aturan
mengenai perhitungan per itemnya
ini diberikan kepada mulai tingkat SD,
SMP, dan SMA/SME. :

“Ini dilakukan untuk memberi rambu-
. rambu kepada sekolah supaya penyu-
sunan RAPBS tak memberatkan orang
tua. RAPBS harus disusun sesuai aturan
vang telah ditetapkan. Bimbingan yang
tengah kami lakukan menyangkut as-
pek kebijakan anggaran, mutu, struktur,

serta standardisasi harga barang di tiap
itemnya,” ujar Sekretaris Disdik Kota
Jogja Budi Asrori kepada wartawan
kemarin (27/7).

Penyusunan RAPBS harus mengacu
pada empat peraturan yang ada. Yak-
ni, PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar, PP 48 Tahun 2008 ten-
tang Pendanaan Pendidikan, Perwal
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedo-
man Penyusunan dan Penyeleng-
garaan APB3, dan Perwal Nomor 107
Tahun 2009 tentang Standar Harga
Barang dan [asa.

- "Jadi tak ada alasan bagi sekolah un-

tuk membuat RAPBS dengan isi yang
dinilai tak'realistis, baik dari segi pe-
ngadaan barang atau jasa maupun dari
segi harga barang dan jasa iw sendiri,”
jelasnya.

Jika sudah ada aturan-aturan tersebut,
lanjut Budi, prinsip dalam menyusun
RAFPBS adalah adanya transparansi
kepada masyarakat, khususnya wali
murid. Diharapkan, dalam pelaksa-
naannya tak ada pihak yang merasa
terbebani dengan jumlah pungutan
vang anggaran dan peruntukannya
sudah tercantum dlam RAPBS.

Sedangkan mekanisme dalam pem-
buatan RAPBS yang benar yakni diawali
dengan penyusunan rencana kegiatan
dan anggaran sekolah [(RKAS) yang
diajukan kepada kepala sekolah. Se-
lanjutnya RKAS tersebut disampaikan
kepada Komite Sekolah untuk dijadikan
dasar penyusunan RAPBS.

“Sebelum RAPBS disusun, sekolah
juga wajib mendata kemampuan orang
tua siswa yang bisa mempresentasikan
kepentingan anak didik. Lalu megikut-
sertakan komite tak tetap dalam pe-
nyusunan itu. Setelah itn, APBS harus
selesai dalam w dua bulan kemu-
dian dimintakan persetujuan Disdik
untuk dievaluasi mengenai kebijakan
teknisnya,” imbuh Budi.

‘Selain itu, sekolah juga harus bisa
mempresentasikan target yang akan
diraih kaitannya dengan besaran ang-
garan RAPBS. Misalnya, apakah dengan
danasebesar it sekolah bisa mencapai
target meluluskan siswa 100 persen
dalam UN atau memiliki target minimal
meloloskan siswanya dalam SNMPTN,
Dengan demikian, antara orang tua dan
sekolah memiliki kepercayaan dalam
menjalankan RAPBS itu. (nis)
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